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KITPUTUSAN PRESTDEN REPUBLIK INDONESITA
NOMOR B 33 TAHUN 1974

TENTANG

FENUNJUKAN DAN PENETAPAN BEBERAPA WILAYAH
USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH IWNDUSTRI

PULAU BATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk mamenuhi ketentusn Pasal 4
Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1972
dan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 41
trahun 1973, dipandang perlu untuk menge-
luarkan suatu Keputusan Presiden mengenei
penunjukan dan penetapan beberépa Wilaveh
Usaha Bonded Warehouse di Daereh Industri
Pulau Batam.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-unilang Dasar
1945.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
1972 tentang Bonded Warehouse {Lenmbar-
an Negara Republik Indonesia tahun
1972 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2965).

3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973
tentang Daerah Industri Pulzu Batam.
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONEETIA
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAEAN BEBER2PA
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INDUSTRY PULAU BATAM

Menunjuka dan menetapkan wilzyah-wilayah

tersebut di bawah ini sebagai wilayah-
wilayah Usaha Bonded warehouse di Daerah
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Industri Pulau Batam, yvakni sebagal
berikut :
(1) Wilavah di bagian Timur Pul.au Batam
(2) Wilavah di bagian daerah Be&tu Ampar
(3) Wilayah di daerah Sekupang, bagizn

Barat Pulau Batam.

&

sesual dengan gambar peta yanc terlampir
pada Keputusan Presiden ini.

Setiap perubahan termasuk perluasen
wilavah usaha Bonded Warehouse sebagaima-
na tersebut dalam diktum PERT2MA Keputu-
san Presiden ini hanva dapat dilakukan
dengan persetujuan Presiden.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 1974
PRZSIDEN REPUBLIK INDONESIA
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